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RINGKASAN
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Palopo menjadi

salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting. PBB-P2 dikenakan atas
tanah dan bangunan, dengan subjek pajak individu atau badan yang memiliki atau menguasai
objek pajak. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memperluas objek pajak dan
mengelola PBB-P2 sejak 2014. Meskipun PBB-P2 memiliki potensi besar dalam
meningkatkan PAD, efektivitas penerimaannya masih terbilang kurang optimal. Berdasarkan
hasil perhitungan efektivitas tahun 2020 hingga 2024, tingkat pencapaian penerimaan PBB-
P2 tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan rata-rata efektivitas hanya 79,45%, yang
digolongkan sebagai kurang efektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas ini
antara lain keterlambatan pembayaran, masalah tunggakan, dan ketidaksesuaian target. Oleh
karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak,
seperti melalui edukasi masyarakat, penggunaan teknologi untuk pembayaran, dan
pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah Kota Palopo perlu mengoptimalkan penerimaan
PBB-P2 agar dapat mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Keywords: PBB-P2, PAD, Efektivitas, Pemerintah, Tunggakan
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan terbagi menjadi wilayah-
wilayah provinsi, yang masing-masing terdiri atas kabupaten dan kota. Pemerintah daerah
diberi wewenang untuk melaksanakan layanan kepada masyarakat guna meningkatkan
kualitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah,
sumber dana memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu sumber pendanaan utama
yang mendukung keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan adalah
Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diperoleh dari pajak daerah. (Chandra et al., 2020)
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU
PDRD) mengalihkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memperluas cakupan objek
pajak daerah guna meningkatkan sumber pendapatan tambahan. Perluasan ini mencakup
pengembangan basis pajak yang sudah ada, penambahan objek pajak baru, serta alih
kewenangan pengelolaan objek pajak pusat menjadi pajak daerah. Salah satu contohnya
adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Perda Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengatur Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan
seperti tanah dan fasilitas komersial di wilayah Kota Palopo. Subjek pajak adalah orang
pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan bumi dan/atau bangunan,
dengan dasar pengenaan pajak berupa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah dikurangi Nilai
Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Tarif pajak dinyatakan dalam persentase
tertentu dari NJOP, dan pembayaran dilakukan melalui bank atau kantor pelayanan pajak
daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Perda ini juga
mencantumkan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan pembayaran, serta
mekanisme pengajuan keringanan atau penghapusan pajak bagi wajib pajak yang memenuhi
syarat. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Palopo ini menjadi salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah(Patra & Rusli, 2019).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari
masyarakat tanpa memberikan imbalan langsung. Di antara berbagai jenis pajak daerah,
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki potensi besar untuk
meningkatkan PAD. Sejak dialihkan menjadi pajak daerah pada tahun 2014, pemungutan dan
pengelolaan PBB-P2 sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena
itu, seluruh penerimaan dari PBB-P2 kini langsung masuk ke Pendapatan Asli Daerah

kabupaten atau kota.
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Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas, memungkinkan setiap wilayah
untuk berinovasi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna
mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan
utama dari desentralisasi adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya dan kekayaan daerah berdasarkan
peraturan serta ketentuan yang berlaku. (Febrianti et al., 2024).

Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran penting dan memberikan manfaat besar bagi
kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat. Hal ini menjadikan pajak sebagai salah satu
sektor yang krusial bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia. Harta
milik wajib pajak dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur jenis barang
tersebut. Pajak Bumi dan Bangunan, misalnya, adalah pajak yang dikenakan atas aset tidak
bergerak. Pajak bumi dikenakan atas permukaan bumi (lahan) sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985. Sementara itu, pajak bangunan dikenakan atas struktur
teknik yang ditanam atau melekat secara permanen pada lahan, yang dapat digunakan untuk
tempat tinggal, kegiatan usaha, atau tujuan lainnya, sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang yang sama.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang sebelumnya dikelola sebagai
pajak pusat, kini telah menjadi pajak daerah. Pajak ini kini dikelola langsung oleh
pemerintah daerah, dan hasil pengelolaannya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli
Daerah. (Kurniawan et al., 2020). Perluasan objek pajak daerah yang diatur dalam Undang-
Undang mencakup pengembangan basis pajak yang sudah ada serta penambahan jenis objek
pajak yang baru. salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Chandra et al., 2020). Karena penerimaan pajak memegang peranan penting bagi
keberlangsungan suatu negara, pemerintah terus berupaya meningkatkan pendapatan dari
sektor perpajakan setiap tahunnya. Di Indonesia, pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak
daerah berdasarkan kewenangan pemungutannya. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah
provinsi, kabupaten, atau kota, sedangkan pajak pusat dipungut dan dikelola oleh pemerintah
pusat. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berkontribusi terhadap
Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar kontribusi PBB-P2, semakin tinggi Pendapatan Asli
Daerah yang diperoleh (Putra et al., 2019).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Palopo berupaya meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah dengan mengeksplorasi sumber penerimaan potensial untuk
memperkuat pembangunan wilayah. Upaya ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi
sumber pendapatan asli daerah, sehingga mampu meningkatkan target PAD setiap tahunnya
dan mencapai realisasi secara konsisten. Efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palopo tentu akan dipengaruhi oleh berbagai kendala,

masalah tunggakan, serta ketidaksesuaian dalam pencapaian target. Karena pajak merupakan
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sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah daerah, pemerintah diharapkan menerapkan
strategi yang dapat mengoptimalkan penerimaan dari PBB-P2. Dengan strategi yang tepat,
diharapkan penerimaan PBB-P2 dapat dioptimalkan dan berkontribusi terhadap efektivitas
pengelolaan pajak di Kota Palopo.

Penelitian ini dilakukan di Kota Palopo karena merupakan salah satu tempat yang
memiliki banyak potensi cukup besar, baik untuk tinggal atau berinvestasi untuk
meningkatkan kemajuan ekonomi. Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui efektivitas
penerimaan PBB-P2 Kota Palopo terhadap Pendapatan Asli Daerahnya. Berdasarkan uraian
di atas, jelas bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
memengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menyebabkan penulis tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai “ Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.2 Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang muncul

adalah bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) di Kota Palopo terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Tujuan Khusus Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk

mengukur tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) di Kota Palopo terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.4 Urgensi (Keutamaan) Penelitian
Salah satu keutamaan dari penulisan yang dilakukan adalah untuk mengetahui efektif

atau tidaknya penerimaan pajak bumi dan bagunan perdesaan dan perkotaan terhadap

pendapatan asli daerah di Kota Palopo.

1.5 Kontribusi (Manfaat) Terhadap IImu Pengetahuan

a. Untuk kantor Bapenda Kota Palopo penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
evaluasi dalam pengelolaan anggaran dari PBB 2 untuk PAD Kota Palopo.

b. Untuk Prodi Akuntansi, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi untuk
penelitian yang lebih baik di masa mendatang.

c. Untuk penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan

penulis tentang pengelolan anggaran PBB P2 dikota palopo.

itin Page 15 of 37 - Integrity Submission ubmission ID trn:oid:::1:31745105.
Zl f3 Sub Sub d:::1:3174510538



z"-.l turnltln Page 16 of 37 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3174510538

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Untuk menjalankan roda pemerintahan di setiap daerah, pembiayaan merupakan hal

yang tidak dapat dihindari. Selain pendapatan daerah, pemerintah juga menerima dana
dari pusat melalui mekanisme dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah,
serta pendapatan sah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses
penyaluran dan alokasi dana dari pusat, penting untuk mengutamakan prinsip
transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan anggaran. Pengalokasian
dana harus mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, serta program tambahan
yang ingin dibebankan oleh pemerintah pusat kepada daerah. (Susanti & Fahlevi, 2016)
Pendapatan daerah otonom yang berasal dari kemandirian daerah memungkinkan setiap
pemerintah daerah untuk memperoleh sumber pendapatan sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat, di mana pendapatan yang diperoleh daerah digunakan
untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan di wilayahnya. Dalam hal ini,
pemerintah daerah dapat mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki
untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Dengan
kemandirian yang dimiliki, diharapkan setiap daerah dapat meningkatkan pendapatan
dan mempercepat proses pembangunan guna mendukung kemajuan daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi dibandingkan dengan total
pendapatan daerah mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah daerah sekaligus
kemampuan mereka dalam mendukung pembangunan dan pemerintahan nasional.
Meski demikian, keberhasilan suatu wilayah tidak hanya bergantung pada peningkatan
pendapatan, karena pemerintah pusat dan daerah menitikberatkan pertumbuhan ekonomi
sebagai prioritas utama. Pembangunan sarana dan prasarana, termasuk peningkatan
fasilitas publik, berperan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam
pembangunan dan secara langsung berdampak pada peningkatan PAD (Ramadhan et al.,
2022).

2.2 Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
Pajak daerah yang memiliki potensi sebagai salah satu sumber utama pendapatan

daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. PBB merupakan salah satu sumber
pendapatan yang cukup potensial bagi negara, dengan kontribusi yang signifikan
dibandingkan sektor pajak lainnya. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan
ekonomi suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada peningkatan
pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan mereka dalam

. memenuhi kewajiban pajak.
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Menurut (Ainun et al., 2022) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti
kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran PBB dalam pembiayaan
pembangunan, minimnya bukti nyata yang dirasakan masyarakat terhadap peningkatan
kesejahteraan dari pajak yang dibayarkan, kurangnya upaya dari aparat dalam
melakukan penagihan, serta sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar
pajak. Hal-hal ini menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi
kewajiban membayar pajak.

Sikap merupakan evaluasi atau penilaian seseorang terhadap perasaan positif atau
negatif dalam menghadapi suatu perilaku yang akan dilakukan. Sikap wajib pajak
merujuk pada pertimbangan wajib pajak mengenai keuntungan atau kerugian dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini melibatkan penilaian terhadap kondisi
keuangan dan risiko yang mungkin timbul akibat ketidakteraturan dalam membayar
pajak.

Kesadaran perpajakan adalah kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban
dan memberikan kontribusi kepada negara guna mendukung pembangunan. Kesadaran
tinggi dari wajib pajak membuat mereka memandang pembayaran pajak bukan sebagai
beban, melainkan sebagai kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan
pemahaman tersebut, mereka lebih cenderung membayar pajak secara sukarela.(Marta et
al., 2020).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikategorikan sebagai pajak tidak langsung, di
mana manfaat dari pembayaran pajak ini tidak dirasakan langsung oleh wajib pajak.
Sebaliknya, hasil pajak digunakan untuk kepentingan masyarakat luas melalui
penyediaan infrastruktur, fasilitas umum, dan berbagai layanan sosial.

a. Jenis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu:

a) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah
pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan di wilayah
perdesaan maupun perkotaan. Pajak ini dikelola oleh pemerintah daerah
(kabupaten/kota) dan pendapatannya dimanfaatkan untuk mendukung
pembangunan di daerah tersebut.

b) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan
(PBB-P3) merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan
bangunan di area perkebunan, hutan, dan tambang. Pajak ini dikelola oleh
pemerintah pusat, dan seluruh penerimaannya disalurkan ke kas negara.

b. Subjek Dan Objek PBB

Subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meliputi seluruh tanah dan/atau

bangunan yang berada di wilayah hukum Indonesia, kecuali yang diperuntukkan bagi

plturnitin  recekFRSF AR JRUEAL, yang dikecualikan dari kewajiban membayar PBB. Sg6a1, dailll:irasiosss
terperinci, objek PBB dapat dijelaskan sebagai berikut:
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a) Tanah
e Tanah kosong atau lahan kosong.
e Lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan.
e Lahan untuk perumahan, komersial, dan industri
b) Bangunan
¢ Rumah tinggal, apartemen, dan bangunan tempat tinggal lainnya.
e Bangunan komersial seperti toko, kantor, hotel, dan pusat perbelanjaan.
e Bangunan industri seperti pabrik dan gudang.
e Fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah (dalam

beberapa kasus bisa dikecualikan).

(11) 2.3 Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)
Sebelum tahun 2014, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) termasuk dalam jenis pajak

pusat. Namun, sesuai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, terjadi
perubahan di mana PBB tidak lagi dikelola oleh pemerintah pusat, melainkan PBB
Perdesaan dan Perkotaan kini menjadi kewenangan pemerintah kota/kabupaten. Hasil
penerimaan PBB pada dasarnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, khususnya
dalam mendukung pembangunan di daerah terkait. Pajak ini dipungut dan diserahkan
kepada pemerintah daerah setempat untuk dikelola serta dimanfaatkan sesuai dengan
perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

Pendapatan dari pajak akan dialokasikan kembali kepada masyarakat melalui
berbagai program dan kegiatan yang dirancang oleh pemerintah, sehingga memberikan
dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan merasakan manfaat dari
pajak, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya pembayaran pajak, karena
pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan
semangat gotong royong dari seluruh warga untuk bersama-sama membangun daerah.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam
memenuhi kewajibannya.

Menurut (Ainun et al., 2022) Menjelaskan bahwa “Sebagai salah satu jenis pajak
yang hasil penerimaannya diserahkan kepada pemerintah daerah, Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bertujuan untuk mendukung kepentingan
daerah”. Latar belakang munculnya PBB-P2 didasari oleh banyaknya kepemilikan tanah
dan bangunan yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga negara perlu mengatur agar
dapat memperolen manfaat dari kepemilikan tersebut. Pada awalnya, kebijakan ini
menuai keberatan dari masyarakat karena dianggap sebagai beban tambahan. Namun,
seiring berjalannya waktu dan pemanfaatannya yang dirasakan oleh masyarakat dalam
bentuk pembangunan, Pada akhirnya, masyarakat dapat menerima kebijakan ini dengan

0 sikap yang lapang dada. luran PBB-P2 merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh
waliggpajak kepada negara. Agar penentuan besaran biaya yang harus dibagu/arkan lebih
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untuk diterapkan kepada wajib pajak yang memiliki objek PBB-P2. Besaran pokok
pajak ditentukan dengan mengalikan tarif dasar pajak dengan Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP), kemudian dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NJOPTKP). Ketentuan ini mempermudah aparat pihak yang berwenang dalam
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Untuk
menghitung jumlah tagihan yang akan dikenakan kepada wajib pajak.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan digunakan oleh individu maupun badan, namun tidak mencakup
tanah dan bangunan yang digunakan untuk aktivitas perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) meliputi bumi
dan bangunan, dengan pengecualian untuk tanah dan bangunan yang digunakan dalam
kegiatan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek PBB-P2 adalah orang
pribadi atau badan yang memiliki hak atas bumi serta memiliki, menguasai, dan
memanfaatkan tanah dan bangunan tersebut. Orang-orang ini disebut wajib pajak, yang
diwajibkan membayar pajak. Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP), yaitu harga rata-rata yang berlaku dalam transaksi jual beli yang wajar. Tarif
PBB-P2 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah adalah sebesar 0,3%, yang

merupakan tarif maksimum yang berlaku.

2.4 Efektivitas
Pengertian mengenai efektivitas sebagaimana yang dikemukan oleh (Rajab & -,

2022). Efektivitas berkaitan dengan kemampuan individu atau kelompok dalam
menyelesaikan tugas secara optimal tanpa membuang waktu. Dengan kata lain, ketika
suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan dengan kualitas yang baik, maka hal
ini berkontribusi pada efisiensi penggunaan dana dalam pelaksanaannya. Dengan
menyelesaikan pekerjaan secara efektif, tidak hanya waktu yang dihemat, tetapi juga
sumber daya seperti biaya dapat dikelola secara lebih efisien.

Menurut (Hal et al., 2023) Efektivitas secara umum merujuk pada sejauh mana
tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dalam konteks perpajakan, efektivitas pajak
mengukur hubungan antara hasil pungutan dan potensi pajak. Khususnya, efektivitas
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengukur
sejaun mana hasil pemungutan dapat mencapai potensi pajak tersebut. Pengukuran
efektivitas memerlukan data terkait realisasi pendapatan, anggaran, dan target
penerimaan. Aparat atau pegawai yang bertugas perlu memahami literasi keuangan
untuk mengelola keuangan secara efektif, sehingga potensi PBB-P2 dapat

dimaksimalkan dan target penerimaan tercapai.
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BAB 3
METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data berbentuk kuantitatif yang mencakup
laporan mengenai target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama
periode 2020-2024 serta laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan di Kota Palopo. Data yang digunakan berasal dari data primer yang diperoleh
secara langsung dari Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo. Data tersebut meliputi
laporan mengenai target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah serta laporan
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selama periode 2020-
2024. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi penerimaan
PBB-P2 berdasarkan data yang diperoleh dan relevan dari Badan Pendapatan Daerah

Kota Palopo.

Efektivitas
PBB-P2

A 4

PAD

Gambar 1. Kerangka Konsep

3.1 Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kantor BAPEND Kota Palopo yang beralamat di JI. Andi

Mas Jaya, Boting, Kec. Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91913, Indonesia.

3.2 Metode Penelitian
Adapun tahapan alur penelitian dapat di lihat pada gambar Flowchart di bawah ini:

[ )

¥

[ Ambil Data ]
¥

[ Sudi Pustaka ]
¥

[ Olah Data ]
L4

[ Kesimpulan ]

[ Selesai ]
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Data dikumpulkan dengan mengumpulkan data yang relevan dengan fokus
penelitian, berupa arsip atau dokumen yang telah dipublikasikan oleh instansi terkait.
Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data tentang Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan Penerimaan PBB-P2 Kota Palopo dari dokumen-dokumen yang tersedia di
Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, di mana
data yang diperoleh akan diolah, dianalisis, dan dijelaskan tanpa mengubah makna hasil
analisis tersebut. Selanjutnya, peneliti akan menyusun kesimpulan berdasarkan hasil
analisis yang telah dilakukan.

Menurut (Lengu et al., 2021) Setiap organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapali,
namun keberhasilannya dapat dinilai sebagai efektif atau tidak efektif. Untuk menilai
tingkat efektivitas dengan lebih mudah, adapun cara dalam mengukur efektivitas

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), antara lain:

Efektivitas Realisasi PBB — P2 100%
fektivitas = getpBB — P2 * 100%

Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat diukur dengan membandingkan
antara target penerimaan dan realisasi penerimaan. Penilaian ini mengacu pada Kriteria
yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1994
tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, yang disusun sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Efektivitas

Interpretasi Kriteria Efektivitas Kriteria
(Persentase %)
>100% Sangat Efektif
90-100% Efektif
80-90% Cukup Efektif
60-80% Kurang Efektif
<60 Tidak Efektif

Berdasarkan Tabel Interpretasi Kriteria Efektivitas, tingkat efektivitas dapat diukur
menggunakan persentase dengan Kkriteria tertentu sebagai acuan. Jika persentase
pencapaian kurang dari 60%, maka masuk dalam kategori Tidak Efektif. Persentase
antara 60-80% tergolong Kurang Efektif, 80-90% tergolong Cukup Efektif, 90-100%
tergolong Efektif, dan jika melebihi 100%, termasuk dalam kategori Sangat Efektif.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Target dan realisasi PBB-P2 dan Pendapatan Asli Daerah Kota

Palopo
Tabel 2. Target dan realisasi PBB-P2 Kota Palopo tahun 2020-2024
TAHUN TARGET PBB-P2
2020 4.611.302.310 3.604.934.585
2021 4.834.378.525 3.949.135.839
2022 4.892.554.810 3.895.750.787
2023 4.980.939.346 4.006.290.535
2024 4.884.094.140 3.779.450.442

Tabel 2 menunjukkan bahwa target PBB-P2 di Kota Palopo mengalami peningkatan
dari tahun 2020-2023 dan mengalami penurunan pada tahun 2024. Target PBB-P2
tahun 2020 sebesar Rp.4.611.302.310 dan realisasinya sebesar Rp.
3.604.934.585 pada tahun 2021 target sebesar Rp.4.834.378.525 dan realisasinya
sebesar Rp. 3.949.135.839 pada tahun 2022 target sebesar Rp. 4.892.554.810 dan
realisanya sebesar Rp. 3.895.750.787 pada tahun 2023 target sebesar Rp.
4.980.939.346 dan realisanya sebesar Rp. 4.006.290.535 dan pada tahun 2024
target sebesar Rp. 4.884.094.140,00 dan realisasinya sebesar Rp. 3.779.450.442.

Tabel 3. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo tahun 2020-2024

TAHUN TARGET PAD
2020 4.000.000.000 412.490.348
2021 3.769.000.000 82.966.198
2022 4.677.000.000 387.342.162
2023 4.727.000.000 569.111.079
2024 5.677.000.000 1.200.706.363

Tabel 3 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota
Palopo mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, target
penerimaan PAD Kota Palopo sebesar Rp. 4.000.000.000 dan realisasi Rp.
412.490.348. Tahun 2021 target sebesar Rp. 3.769.000.000 dan realisasi sebesar
Rp. 82.966.198. Pada tahun 2022 target adalah sebesar Rp 4.677.000.000 dan
realisasi sebesar Rp. 387.342.162 Tahun 2023 target sebesar Rp. 4.727.000.000
Dan realisasi sebesar Rp. 569.111.079. Dan Pada Tahun 2024 target sebesar Rp.
5.677.000.000. Dan realisasinya sebesar Rp. 1.200.706.363.
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4.1.2 Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kota Palopo
1. Tahun 2020

Dengan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sebesar Rp.4.611.302.310 dan realisasi penerimaan mencapai Rp.3.604.934.585
maka tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2020:

. 3.604.934.585
Efektivitas = ——————x100% = 78,17%
4.611.302.310

Jadi tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2020 sebesar 78,17%.
2. Tahun 2021
Dengan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sebesar Rp.4.834.378.525 dan realisasi penerimaan mencapai Rp.3.949.135.839
maka tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2021

. 3.949.135.839
Efektivitas = ——— x100% = 81,68%
4.834.378.525

Jadi tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2021 sebesar 81,68%.
3. Tahun 2022
Dengan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sebesar Rp. 4.892.554.810 dan realisasi penerimaan mencapai Rp. 3.895.750.787

maka tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2022:

. 3.895.750.787
Efektivitas = ——————x100% = 79,62%
4.892.554.810

Jadi tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2022 sebesar 79,62%.
4. Tahun 2023
Dengan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sebesar Rp. 4.980.939.346 dan realisasi penerimaan mencapai Rp. 4.006.290.535

maka tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2023

. 4.006.290.535
Efektivitas = —————  x100% = 80,43%
4.980.939.346

Jadi tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2023 sebesar 80,43%.
5. Tahun 2024
Dengan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sebesar Rp. 4.884.094.140 dan realisasi penerimaan mencapai Rp. 3.779.450.442

maka tingkat efektivitas PBB-P2 pada tahun 2024

3.779.450.442
Efektivitas = ~— 222442 1 100% = 77,38%
4.884.094.140

Jadi tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 tahun 2024 sebesar 77,38%.
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Tabel 4. Efektivitas PBB-P2 Kota Palopo tahun 2020-2024

Tahun Target Pbb-P2 Persentase%o Kriteria
2020 4.611.302.310 3.604.934.585 78,17 Kurang Efektif
2021 4.834.378.525 3.949.135.839 81,68 Cukup Efektif
2022 4.892.554.810 3.895.750.787 79,62 Kurang Efektif
2023 4.980.939.346 4.006.290.535 80,43 Cukup Efektif
2024 4.884.094.140 3.779.450.442 77,38 Kurang Efektif

RATA-RATA 79,45 Kurang Efektif

Efektivitas dihitung dengan membandingkan jumlah realisasi penerimaan PBB-P2
terhadap target yang telah ditetapkan, guna mengukur sejauh mana pencapaian
pemungutan pajak sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil
perhitungan efektivitas PBB-P2 dari tahun 2020 hingga 2024, penerimaan pajak belum
mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam periode tersebut, efektivitas penerimaan
pajak masih berada dalam kategori kurang efektif, yaitu di bawah 70%. Pada tahun
2020 persentase 78,17% dengan kategori kuraang efektif, pada tahun 2021 persentase
81,68% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya termasuk didalam kategori cukup
efektif, pada tahun 2022 sebesar 79,62% dengan kategori kurang efektif, pada tahun
2023 sebesar 77,38% dengan kategori kurang efektif dan rata-rata efektivitas sebesar
79,45%, pemungutan PBB-P2 selama periode tersebut masih masuk dalam kategori
kurang efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari tahun 2020 hingga 2024 belum optimal dan

masih memerlukan upaya peningkatan agar mencapai kategori yang lebih baik.

4.2. Pembahasan

1. Peran Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi Pendapatan Asli

Daerah, yang berperan dalam mendukung pembiayaan pembangunan serta
operasional pemerintahan daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang berpotensi
besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sejak dialihkan menjadi pajak
daerah pada tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerimaan dari pajak ini
sepenuhnya masuk ke PAD dan dikelola oleh pemerintah kabupaten atau
kota.

Di Kota Palopo, pemungutan PBB-P2 diatur dalam Peraturan Daerah

(Perda) Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak ini

Page 24 of 37 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3174510538

('TJ turnitin



z"-.l turnltln Page 25 of 37 - Integrity Submission Submission ID trn:oid:::1:3174510538

dikenakan kepada individu atau badan yang memiliki, menguasai, atau
memanfaatkan tanah dan/atau bangunan dengan dasar pengenaan pajak
berupa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah dikurangi dengan Nilai Jual
Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Tarif pajaknya ditetapkan dalam
persentase tertentu berdasarkan NJOP dan dibayarkan melalui bank atau
kantor pelayanan pajak daerah.

2. Efektivitas Penerimaan PBB-P2 di Kota Palopo

Efektivitas pajak diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan
dengan target penerimaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan data dari tahun 2020
hingga 2024, penerimaan PBB-P2 di Kota Palopo belum mencapai target optimal.
Rata-rata efektivitasnya hanya mencapai 79,45%, yang termasuk dalam kategori
kurang efektif menurut pedoman dari Kementerian Dalam Negeri.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya efektivitas penerimaan PBB-P2
di Kota Palopo antara lain:

a) Tunggakan Pajak — Masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi
kewajibannya tepat waktu, sehingga menghambat pencapaian target
penerimaan.

b) Kesadaran Masyarakat yang Rendah - Kurangnya pemahaman
masyarakat mengenai pentingnya pajak serta manfaat yang bisa mereka
peroleh dari pembayaran PBB-P2.

c) Strategi Penagihan yang Kurang Optimal — Masih terdapat kelemahan
dalam mekanisme pemungutan pajak, terutama dalam hal penagihan
dan pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang menunggak.

d) Faktor Ekonomi — Kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil dapat
memengaruhi kemampuan mereka dalam membayar pajak tepat waktu.

3. Dampak PBB-P2 terhadap PAD Kota Palopo

PBB-P2 merupakan salah satu sumber PAD yang cukup signifikan, tetapi
efektivitasnya masih belum optimal. Meskipun target penerimaan PBB-P2
mengalami peningkatan setiap tahun, realisasi penerimaan tetap belum
mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Rendahnya efektivitas penerimaan PBB-P2 berdampak langsung pada
kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan
pelayanan publik. Jika penerimaan pajak tidak mencapai target, maka
anggaran daerah menjadi terbatas, yang dapat menghambat realisasi program
pembangunan seperti perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan
pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif untuk
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pajak, dan menekan angka tunggakan pajak agar penerimaan PBB-P2 dapat
lebih optimal.

4.3. Keterbatasan
Bagian ini menjelaskan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian,

yang bukan disebabkan oleh faktor kemalasan, melainkan oleh kendala tertentu yang
membatasi ruang lingkup penelitian. Keterbatasan ini harus disertai dengan penjelasan
mengenai manfaat positif yang dapat diperoleh jika kendala tersebut dapat diatasi.
Secara umum, keterbatasan dalam penelitian dapat dikategorikan menjadi dua hal
utama. Pertama, keterbatasan ruang lingkup kajian yang terjadi karena alasan
prosedural, teknik penelitian, atau faktor logistik yang membatasi cakupan penelitian.
Kedua, keterbatasan akibat faktor eksternal, seperti adat, tradisi, etika, atau kepercayaan
yang menghambat peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Meskipun
keterbatasan ini membatasi penelitian, pemahaman terhadap kendala tersebut dapat
membantu dalam perbaikan penelitian di masa mendatang serta memberikan arahan bagi

penelitian lanjutan.
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait efektivitas penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli

Daerah di Kota Palopo, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 di Kota Palopo dari tahun 2020 hingga 2024
tergolong kurang efektif. Berdasarkan hasil terakhir perhitungan -efektivitas,
persentase efektivitas pajak dalam rentang lima tahun terakhir berada pada kategori
kurang efekti (dibawah 80%). Rata-rat efektivitas pemungutan pajak PBB-P2 adalah
79,45% yang berarti belum mencapai target optimal yang ditetapkan.

2. Realisasi penerimaan PBB-P2 belum mencapai target yang telah ditetapkan setiap
tahunnya. Meskipun target penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun
2020 hingga 2023, realisasi penerimaan masih belum memenuhi harapan. Bahkan

pada tahun 2024, target mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Fluktuasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo menunjukkan
ketidakstabilan sumber pendapatan data menunjukkan bahwa meskipun target PAD
mengalami  kenaikan dari tahun ke tahun, realisasi penerimaannya tidak selalu
meningkat secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kendala dalam

optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah termasuk dari sektor pajak.

4. Faktor penyebab kurang efektifnya penerimaan PBB-P2 di Kota Palopo
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya efektivitas penerimaan PBB-
P2 meliputi kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, keterlambatan
pembayaran, serta kurang optimalnya strategi pemerintah daerah dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, berikut beberapa rekomendasi

yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Palopo:

1. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya
membayar pajak pemerintah Kota Palopo, khususnya Badan Pendapatan Daerah
(BAPENDA), perlu lebih aktif dalam menyosialisasikan manfaat pajak kepada
masyarakat. Program edukasi bisa dilakukan melalui seminar, media sosial, atau
penyuluhan langsung agar masyarakat lebih memahami peran pajak dalam
pembangunan daerah.

2. Mengoptimalkan sistem pemungutan pajak berbasis digital.
Pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi digital dalam sistem pembayaran
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Dengan adanya sistem digital, wajib pajak dapat membayar pajak dengan lebih
praktis dan mengurangi potensi keterlambatan pembayaran.

3. Meningkatkan efektivitas penagiahn pajak. Perlu adanya upaya yang lebih ketat
dalam penagihan pajak, seperti pengiriman surat peringatan kepada wajib pajak
yang belum membayar, penerapan denda administrasi yang lebih tegas, serta
pendekatan persuasive untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar
pajak tepat waktu.

4. Memberikan insentif atau keringanan pajak bagi wajib pajak yang taat.
Pemerintah daerah dapat memberikan insentif atau potongan pajak bagi wajib pajak
yang membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk apresiasi. Insentif ini dapat
mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dalam membayar pajak.

5. Melakukan evaluasi dan perbaikan dalam penetapan target pajak.
Mengingat realisasi pajak yang belum optimal, Pemerintah Kota Palopo perlu
melakukan kajian mendalam mengenai penetapan target pajak agar lebih realistis
dan sesuai dengan kondisi ekonomi daerah serta potensi penerimaan pajak.

6. Mengembangkan kerja sama dengan pihak swasta dan institusi keuangan.
Untuk meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak, pemerintah daerah dapat
bekerja sama dengan bank dan lembaga keuangan lainnya dalam menyediakan
metode pembayaran pajak yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh masyarakat.
Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan penerimaan PBB-P2 di

Kota Palopo dapat lebih optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
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LOGBOOK KEGIATAN

Hari/Tanggal . | Rabu, 19 Februari 2025

Tempat : | Rumah Pak Andi Dahri

Kegiatan : | Konsultasi Hasil dan Pembahasan
Durasi waktu © 1 13:00 - 13:30

Hasil . | Hasil dan Pembahasan
Dokumentasi

Pengesahan
Nama Mahasiswa : Sirwinda Ariany sari (211130073)
Dosen Pembimbing : A.Dahri Adi Patra Ls, S.E.M.SI (0031125992)
Mengetahui
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